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ABSTRAK 

Populasi mamalia laut semakin menurun karena dipengaruhi oleh adanya aktivitas 

manusia seperti perburuan, pencemaran dan perusakan  lingkungan  laut. 

Kelompok mamalia laut tergolong hewan berumur panjang dan pertumbuhannya 

lambat, sehingga menyebabkannya sangat rentan terhadap perburuan dan 

penangkapan yang berlebihan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis 

binatang seperti itu harus mendapatkan perlindungan hukum internasional. Peran 

paus yang sedemikian rupa menjadikan konservasi paus sangat penting. 

Sepanjang abad kedua puluh, hak dan status hukum hewan telah menjadi subjek 

perdebatan yang sengit.  Berdasarkan alasan diatas dapat dirumuskan sebagai 

berikut: pertama, Bagaimana pengaturan perlindungan hewan mamalia laut 

menurut hukum internasional. Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap negara 

yang melanggar ketentuan perlindungan hewan laut. Metode yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis sehingga diharapkan dapat mendeskripsikan atau member gambaran 

terhadap objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini dapat diberikan kesimpulan: 

Pertama, pengaturan perlindungan hewan mamalia laut disimpulkan sudah ada 
produk hukum baik berbentuk hukum lunak dan hukum keras. Namun tidak 

satupun yang spesifik mengaturnya. Kedua,akibat hukum dari pemanfaatan hewan 

mamalia laut sebagai senjata pendukung kekuatan militer di wilayah laut suatu 

negara terdapat di dalam ENMOD konvensi 1976 dan CRW 1946 pun juga tidak 

terdapat aturan hukum yang khusus mengatur mengenai pelarangan pemakaian 

hewan mamalia laut untuk alat bantu militer. 
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